
 

 
 

 
 

BUPATI SRAGEN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SRAGEN 
NOMOR 48 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 50 TAHUN 2021 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 11 TAHUN 2017  

TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SRAGEN, 

 

Menimbang  : 
 

 
 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta 
untuk optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, 
maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2021 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu diubah dan 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Sragen tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Sragen Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

 
Mengingat  :

  
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

SALINAN 



 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai 
Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3643); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang 
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan 
Negara Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4073); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ 
Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6523) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5655); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 
2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang 
Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 2083); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 

Nomor 11); 



 
 

  
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 
 

 

 

: 

 

 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 

50 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 11 

TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAERAH 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen 

Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 50), 
diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 108 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat 
(3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 108 

(1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau 
penggantian barang milik daerah belum dilakukan 

terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat 
teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, 
penyewa dikenakan sanksi administratif berupa 

surat peringatan. 
(2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau 

penggantian barang milik daerah belum dilakukan 
terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat 

peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penyewa dikenakan sanksi administratif berupa 
denda, sebagaimana ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(3) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan/atau 

penggantian BMD belum dilakukan terhitung 1 
(bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mitra 
dikenakan sanksi administratif berupa denda, 
dengan ketentuan : 

a. Sebesar 2% (dua persen) per hari dari nilai 
perbaikan dan/atau penggantian yang masih 

terutang; atau 
b. Sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari 

besaran Sewa sesuai ketentuan yang berlaku 
yang dihitung menggunakan periode Sewa 
harian sesuai keterlambatan penyerahan BMD. 

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai 

perbaikan dan/atau penggantian. 



2. Di antara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 1 (satu) 
pasal baru yaitu pasal 108a, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
Pasal 108a 

(1) Mitra Pemanfaatan BMD yang terlambat 
melakukan pembayaran atau melakukan 

pembayaran namun tidak sesuai dengan yang 
telah ditentukan dalam perjanjian wajib membayar 

denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari 
jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan 

oleh mitra pemanfaatan BMD bersangkutan. 
(2) Jangka waktu keterlambatan dihitung secara bulat 

dalam periode bulan. 

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan. 
(4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke rekening 
Kas Umum Daerah. 

(5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan : 
a. Keputusan Pengelola Barang, untuk BMD yang 

berada pada pengelola barang; 
b. Keputusan Pengguna Barang, untuk BMD yang 

berada pada pengguna barang; atau 
c. Keputusan PJPK, untuk KSPI. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN SRAGEN 
 Kepala Bagian Hukum                   

                                            
 PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H.,M.Si 

Pembina  
                   NIP. 19700822 199803 1007 

Ditetapkan di Sragen 
pada tanggal 25 Mei 2022 

 
BUPATI SRAGEN, 

 
ttd 
 

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 
 

Diundangkan di Sragen 
pada tanggal 25 Mei 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN 
 
ttd 

 
TATAG PRABAWANTO B. 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 48 


